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“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia 

akan memanfaatkanmu” 

(HR Muslim) 

 

 

“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya” 

(JALALUDIN RUMI) 

 

 

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat” 

(IMAM SYAFI’I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹https://bekalislam.firanda.com/5821-waktu-seperti-pedang.html  

²https://www.merdeka.com/jateng/50-kata-kata-jalaludin-rumi-bijak-dan-penuh-makna-

mendalam-kln.html 

³https://www.merdeka.com/jabar/33-kata-kata-mutiara-imam-syafii-penuh-makna-

sebagai-pedoman-dan-renungan-hidup-kln.html#:~:text=-Ilmu-itu-bukan-yang,-tetapi-

yang-memberi-manfaat. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang  

Perencanaan dalam kegiatan atau pekerjaan merupakan uraian tentang 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

pada umumnya kegiatan mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan pada tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi F. Teguh, dkk. (2022 : 12). 

Perencanaan kerja dalam suatu instansi biasanya digunakan untuk mencapai sasaran 

dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Melalui misi pilihan, suatu instansi 

memerlukan sistem perencanaan kerja/ suatu rangkaian langkah berurutan untuk 

merencanakan kegiatan yang ditempuh oleh perusahaan dalam mewujudkan visi 

organisasi. Sistem perencanaan yang digunakan dalam pemerintahan daerah 

berdasarkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

nantinya dilaksanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja). 

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 

daerah selama 1 (satu) periode masa jabatan atau 5 (lima) tahun ke depan. Rencana 

ini disusun sejak dilantiknya secara resmi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang 

akan melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun. Isi dari RPJMD meliputi 

penjabaran visi, misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan 

dan sasaran. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) bahwa RPJMD 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah. Pelaksanaan 

RPJMD ini diikuti dengan penyusunan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif oleh Perangkat/ Instansi daerah. 

Rencana Strategis merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran 

visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat 

daerah, Renstra (2021-2026). Target sasarannya dalam rencana strategis ini dicapai 
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melalui rencana operasional, yaitu rencana tahunan analisis lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal, merumuskan tujuan dan sasaran, serta merumuskan strategi 

yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.  

Sedangkan Rencana Kerja atau sering disebut dengan rencana kerja tahunan 

adalah rencana kerja untuk 1 (satu) tahun berjalan. Rencana kerja ini berisikan hal-

hal yang akan dikerjakan atau dilaksanakan oleh karyawan atau atasan untuk masa 

kerja 1 (satu) tahun kedepan, selain itu rencana kerja tahunan juga berisikan 

anggaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang. Rencana kerja juga 

menginventarisasikan rencana yang lampau apabila rencana kerjanya belum 

terlaksana atau disetujui, Purwoko (2021: 95). Biasanya rencana kerja digunakan 

untuk menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target 

dapat tercapai. 

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember disusun oleh bagian kesekretariatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan 

pada awal tahun sebelum tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Kerja ini 

sudah dirancang mulai dari awal tahun sebelum akhirnya diusulkan ke Pemerintah 

untuk disetujui. Rencana Kerja ini disusun untuk melaksanakan tujuan organisasi 

yang telah ada dalam Renstra. Maka dari uraian diatas, penulis tertarik untuk 

membahas laporan tugas akhir dengan judul: “PROSES PENYUSUNAN 

RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER”. 

1. 2 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata 

1. 2. 1  Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini bertujuan untuk memberikan 

manfaat bagi kami dan instansi selaku objek pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan 

dari dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Nyata diantaranya: 

a. Untuk memahami dan mengetahui proses penyusunan rencana kerja 

tahunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jember. 

b. Untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 

peranan di Sub bagian perencanaan dan pelaporan bagi keberlangsungan 
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kerja yang akan dilakukan dalam setahun ke depan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

c. Mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.  

1. 2. 2 Kegunaan Praktik Kerja Nyata 

Sejalan dengan tujuan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, kegiatan 

Praktik Kerja Nyata ini memiliki kegunaan utama, yaitu:  

a. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja dalam tata 

cara menyusun rencana kerja yang sudah dilakukan dalam waktu satu 

tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

b. Membentuk kepribadian profesional dan lebih bertanggung jawab dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan.  

c. Sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dan 

sebagai pelatihan, pengetahuan, dan menambah wawasan di lapangan 

kerja.  

d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.  

1. 3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

1. 3. 1.  Objek Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Jl. Jawa No. 18 Tegal Boto Lor, 

Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.  

1. 3. 2.  Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan minimal 272 jam efektif atau 

kurang lebih 2 (dua) bulan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Adapun jam kerja kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagai berikut: 
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Senin- Jumat : 08.00-15.00 WIB 

Istirahat  : 12.00-13.00 WIB 

Sabtu- Minggu : Libur 

 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

 

No. 

 

Kegiatan PKN 

Minggu Ke- JUMLAH 

JAM 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pengenalan Lingkungan 

kantor dan penentuan 

penempatan bidang 

         

7 

 

2.  Membantu pengisian 

survey evaluasi kegiatan  

bidang PDIP 

        7 

3. 

 

Membantu penyusunan 

Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD 2024 

        14 

4. Menyusun PPT Kamus 

Usulan  
        21 

5. Membantu penyusunan 

RENJA tahun 2024 
        7 

6. Membantu penyusunan 

dan pemaparan PPT 

Forum OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) 

         

14 

7. Membantu Pengisian 

Evaluasi KLA (Kota 

Layak Anak) 

         

28 

8. Penyesuaian susunan 

APBD 
        66 

9. Membantu pelayanan IKD          53 

10. Membantu kegiatan lain         63 

Jumlah 280 Jam 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Perencanaan  

2. 1. 1 Pengertian Perencanaan 

Menurut Sadikin, dkk (2020) Perencanaan adalah tindakan yang mencoba 

untuk memaksimumkan efektivitas ide dan gagasan sehingga tujuan dapat dicapai 

dengan optimal. Oleh sebab itu maka perencanaan harus memiliki tiga aspek utama 

yaitu: menyangkut masa yang akan datang, tindakan, dan serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Tanpa membuat perencanaan, organisasi atau 

perusahaan akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman 

perusahaan lingkungan. 

Menurut Pratama, R (2020) Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa 

yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk 

menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk mencapai 

tujuan tersebut. Susunan perencanaan meliputi pemilihan atau penetapan tujuan 

organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, prosedur, metode, sistem, 

anggaran, da standar yang dibutuhkan untuk mencapai standar. 

Astuti, dkk (2022) Merencanakan sesuatu kegiatan penting dilakukan dan 

perencanaan yang baik yaitu perencanaan yang didasarkan pada identifikasi 

kebutuhan dan harapan. Identifikasi ini meliputi analisis yang dilakukan perusahaan 

di lingkungan sekitar seperti lingkungan eksternal dan lingkungan internal 

perusahaan. Dari identifikasi ini akan menghasilkan perencanaan yang melibatkan 

banyak pihak seperti sumber daya manusia dan juga masyarakat sekitar. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa 

perencanaan adalah aktivitas utama manajerial yang melibatkan proses 

pendefinisian tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan 

mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan memungkinkan 

manajer memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan 

hanya bereaksi terhadap lingkungan bisnis, namun meningkatkan kemungkinan 

bertahan hidup dengan bisnis secara aktif, mengantisipasi dan mengelola risiko yang 

mungkin terjadi di masa depan.  
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Perencanaan untuk organisasi atau perusahaan menjadi sangat penting 

karena berkaitan dengan tujuan yang sebagin besar dituang dalam visi dan misi 

organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dengan perencanaan yang baik dan 

dengan dijalankan melalui kolaborasi fungsi manajemen lainnya, bisa dipastikan 

tujuan organisasi akan tercapai dengan efektif dan efisien.  

2. 1. 2 Jenis-Jenis Perencanaan 

 Jenis-jenis perencanaan dan organisasi atau perusahaan menurut Mulian,dkk 

(2020) terdiri dari beberapa diantaranya, sebagai berikut:  

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resource Planning/HRP) 

merupakan penentuan jumlah karyawan (Staffing) yang dibutuhkan 

organisasi sesuai dengan keahlian bidang pekerjaan atau The Right Man 

In The Right Place dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan 

organisasi. 

b. Perencanaan Keuangan 

Manajer perusahaan sebagai pengambil keputusan dalam menjalankan 

anggaran perusahaan, diharapkan mampu merencanakan dan merancang 

penggunaan anggaran perusahaan. Agar tidak mudah mengalami kondisi 

buruk melainkan mengalami kondisi baik yang dapat menghambat tujuan 

perusahaan.  

c. Perencanaan Produksi 

Perencanaan salah satu penentu prosedur pelaksanaan kegiatan 

organisasi. Pelaksanaan rencana tanpa prosedur, maka perencanaan 

produksi tidak mencapai hasil yang dikehendaki. Karena di dalam 

perencanaan produksi memiliki perhitungan dan pertimbangan dalam 

mencapai target yang akan dicapai. Construction Planning merupakan 

suatu perencanaan yang saling terpadu, yaitu: 

1) Time schedule pekerjaan (jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan) 

2) Construction method (metode pelaksanaan yang dipilih untuk 

pelaksanaan pekerjaan) 
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3) Anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan (termasuk di dalamnya 

kontribusi proyek terhadap biaya tidak langsung dan cadangan 

laba proyek) 

4) Cash flow (konsekuensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan 

sesuai program yang telah disusun, yaitu arus uang masuk dan 

uang keluar yang tergambar dalam cash flow) 

d. Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan pemasaran (Marketing plan) merupakan penentu 

keberhasilan suatu organisasi yang bersifat desentralisasi, tepat pada 

tujuan organisasi menghasilkan pemasaran yang maksimal. Atas dasar 

pertimbangan tersebut, perencanaan pemasaran disusun dan 

direncanakan dengan benar, sesuai dengan isi rencana pemasaran yang 

disusun.  

Berdasarkan jenis-jenis perencanaan diatas merupakan perencanaan yang 

termasuk dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

Dalam penyusunan perencanaan memuat berbagai tingkatan yang terdapat dalam 

kantor mulai dari SDM sampai tingkat pemasaran, yang direncanakan secara 

sempurna menjadi sebuah perencanaan yang utuh dan saling berkaitan. Perencanaan 

tersebut biasanya disebut dengan Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana dalam perencanaan tersebut SDM dan 

kegiatan lainnya saling berkaitan sehingga menjadi satu kegiatan yang berkelanjutan. 

2. 1. 3 Tipe-Tipe Perencanaan 

Menurut Amalo F, dkk (2022) Tipe perencanaan untuk mencapai suatu 

tujuan yang efektif memerlukan 2 (dua) perencanaan yaitu Rencana Strategis dan 

Rencana Operasional, kemudian diuraikan dengan beberapa tingkatan mulai dari 

berdasarkan luas cakupan perencanaan tersebut, jangka waktu penggunaannya, 

kekhususan atau seberapa jauh rencana tersebut harus diperinci dan berdasarkan 

frekuensi penggunaannya:  
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Gambar 2.1 Tipe-Tipe Perencanaan 

Sumber: Amalo F, dkk. Pengantar Manajemen (Filosofis dan Praktis), 2022:38 

 

1) Berdasarkan cakupan perencanaan: 

a) Rencana Strategis adalah rencana yang mendefinisikan langkah-langkah 

nyata yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan 

strategis cenderung bersifat jangka panjang dan dapat menjelaskan tindakan 

yang diambil organisasi untuk dua hingga lima tahun di masa depan. Tujuan 

dari rencana strategis ini mengubah tujuan organisasi menjadi kenyataan 

dalam jangka waktu tersebut.  

b) Rencana Operasional dikembangkan ditingkat bawah organisasi untuk 

merinci langkah-langkah yang diambil, sehingga dapat mencapai tujuan 

operasional dan mendukung rencana taktis. Rencana operasional merupakan 

alat manajer departemen dalam kegiatan operasional harian dan mingguan.   

Dari kedua perencanaan tersebut masing- masing memiliki perbedaan-

perbedaan pokok yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional 

 Perencanaan Strategis  Perencanaan 

Operasional 

Pusat Bahasan  Kelangsungan dan 

pengembangan jangka 

panjang 

Masalah-masalah 

pengoperasian 

Sasaran Laba di waktu yang akan 

datang 

Laba sekarang 

Tipe- tipe perencanaan 

perencanaan 

Operasional  Jangka Pendek  

Sekali Pakai Strategis  Jangka Panjang Pengarah  

Jangka Waktu Kekhususan Frekuensi 

penggunaan  

Spesifik Siap Sedia 
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 Perencanaan Strategis Perencanaan 

Operasional 

Batasan Lingkungan sumber daya 

di masa yang akan datang 

Lingkungan sumber daya 

saat ini 

Hasil yang diperoleh Pengembangan potensi 

mendatang 

Efisiensi dan stabilitas 

Informasi Peluang  di waktu yang 

akan datang 

Dunia bisnis sekarang 

Organisasi Kewiraswastaan/fleksibel Birokrasi stabil 

Kepemimpinan Mengilhami perubahan 

radikal 

Konservatif  

Pemecahan masalah Antisipasi, menemukan 

pendekatan-pendekatan 

baru, lebih banyak risiko 

Bereaksi, berdasarkan 

pengalaman masa lalu, 

risiko rendah 
Sumber : Saraswati E, dkk. Akuntansi Manajemen Strategis, 2021:38 

2) Berdasarkan jangka waktunya 

a) Rencana jangka panjang, yaitu rencana dengan jangka waktu lebih dari tiga 

tahun. 

b) Rencana jangka pendek, yaitu rencana dengan jangka waktu satu tahun atau 

kurang. 

3) Berdasarkan frekuensi penggunaanya 

a) Rencana sekali pakai, adalah rencana yang dirancang khusus untuk 

memenuhi kebutuhan unik atau situasi khusus. Rencana sekali pakai (Single-

use plan) dikembangkan untuk mencapai sejumlah tujuan yang tidak akan 

diulangi di masa depan, sedangkan rencana sedia (Standing Plan) 

merupakan rencana yang digunakan untuk memberi bimbingan bagi tugas-

tugas yang dilakukan berulang kali dalam organisasi. Rencana sekali pakai 

umumnya meliputi perencanaan program dan proyek. 

b) Rencana siap sedia, merupakan rencana yang menjadi pedoman untuk 

kegiatan yang berulang-ulang. Rencana ini disiapkan untuk meminimalisir 

hal- hal yang tidak diinginkan atau berada dalam lingkungan yang tingkat 

ketidak pastiannya tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini 

manajer dapat mengembangkan multi skenario bagi masa depan untuk 

membatu perusahaan dengan membuat rencana yang lebih fleksibel. 
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Berdasarkan Tipe Perencanaan yang telah dijabarkan, Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember menggunakan Perencanaan Strategis untuk 

keberlangsungan perusahaan/organisasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk dalam jajaran perangkat daerah di 

mana perencanaan yang digunakan ialah Rencana Strategis yang sudah ditetapkan 

untuk membantu perwujudan dari Keputusan Pemerintah berupa RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RPJMD  ini memuat mengenai visi, misi, 

tujuan dan sasaran pemerintah daerah, yang disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati 

diawal masa jabatan, untuk mewujudkan hal tersebut maka memerlukan bantuan 

perangkat daerah lainnya untuk menyelaraskan tujuan setiap perangkat/instansi 

pemerintah dengan isi RPJM daerah. 

Namun, untuk menjalankan Rencana Strategis tersebut sebuah perusahaan 

atau kantor menggunakan Perencanaan Operasional. Seperti yang dilaksanakan 

dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, menggunakan 

rencana operasional untuk merinci kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu 1 

(satu) tahun untuk mencapai target yang diinginkan dalam susunan Perencanaan 

Strategis yang sudah ditetapkan. Jadi Perencanaan Strategis dan Perencanaan 

Operasional saling berkaitan untuk mencapai tujuan, organisasi/kantor dapat 

melakukan Perencanaan Strategis secara berkala dan Perencanaan Operasional 

secara berkelanjutan. 

2. 1. 4 Komponen Dalam Perencanaan  

Menurut Hidayat, AA (2021) Perencanaan dalam suatu instansi disebut 

dengan perencanaan startegis dimana didalamnya terdapat rencana program, 

kegiatan dan pendanaan. Komponen perencanaan strategis terdiri pengembangan 

strategis dan implementasi strategis:  

1. Pengembangan strategis, merupakan upaya organisasi dalam 

membangun strategi untuk menjawab tantangan yang dapat 

meningkatkan keunggulan dari strateginya. Dalam pengembangan 

strategis ada dua hal yang perlu dikembangkan yakni proses 

pengembangan strategis institusi (organisasi) dan sasaran strategi. 
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Upaya tersebut dengan mengembangkan strategi dengan cara bagaimana 

organisasi memahami kebutuhan dari stakeholder sebagai masukan 

untuk arah strategi organisasi, penetapan proses bisnis kunci, partisipasi 

yang terlibat, dan identifikasi beberapa kelemahan untuk diperbaiki. 

analisis SWOT, penetapan sasaran, tujuan strategis, ukuran kinerja, 

analisis kemampuan dalam melaksanakan rencana strategi, dan adanya 

jaminan bahwa program peningkatan keunggulan kinerja dijalankan 

secara terintegrasi.  

2. Implementasi strategi adalah komponen perencanaan strategi bagaimana 

organisasi dalam menerjemahkan sasaran strategis ke rencana kerja 

selanjutnya dijabarkan dalam ukuran atau indikator kinerja dan proyeksi 

kerja, kemampuan penyebarluasan rencana tindakan ke seluruh unit, 

mendefinisikan ukuran kinerja untuk menelusuri kemajuan dari 

implementasi rencana tindakan dan menjamin bahwa rencana tindakan 

telah terintegrasi ke seluruh organisasi, serta upaya memantau dan 

meninjau ulang kinerja secara periodik dengan membandingkan hasil 

kinerja masa lalu atau pesaing. 

2. 2 Rencana Kerja Tahunan 

2. 2. 1 Pengertian Rencana Kerja Tahunan  

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam siklus sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja. 

Dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi tentang 

rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada setiap tahun melalui perencanaan 

program, kegiatan dan anggaran baik APBD maupun APBN. Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) pada Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LKJ), 

Lampungprov id (2023). 



 

12 

Pada tahun 2022 Presiden Republik Indonesia menetapkan RKP untuk 

Tahun 2023 yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah 

dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2023, pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023, pedoman bagi 

kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran 

kementerian/lembaga, serta sebagai dasar kementerian/lembaga dalam 

pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana 

kerja kementerian/Lembaga. 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden 108/2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2023, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran pendapatan dan belanja pemerintah di tahun yang akan datang, Jdih 

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (2022).  

2. 2. 2 Dasar hukum Rencana Kerja Tahunan RKT 

Rencana Kerja Tahunan di suatu daerah sudah ditetapkan dan disusun 

berdasarkan dasar hukum yang jelas, diantaranya sebagai berikut: 

1. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 

2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem pembangunan 

nasional; 

3. Peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2006 tentang keuangan dan 

laporan kinerja instansi pemerintah; 

4. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 

2020- 2024; 

6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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7. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis 

Evaluasi SAKIP; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 41 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PKN 

3. 1 Sejarah Singkat Objek Praktik Kerja Nyata  

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan sistem pembangunan desentralisasi 

yang terfokus pelaksanaan pembangunan pada masing-masing Kabupaten diseluruh 

Indonesia dengan harapan bahwa pembangunan dapat merata diseluruh Indonesia 

sekaligus merupakan penjabaran tuntunan reformasi. Kabupaten Jember merupakan 

salah satu pelaksanaan otonomi Daerah yang pelaksanaannya mulai 01 Januari 2001 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 

25 tahun 1999. Berdasarkan peraturan di atas, pemerintah Kabupaten Jember 

menindaklanjuti pelaksanaan dengan menetapkannya pada Peraturan Daerah 

(PERDA) Nomor 70 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata Kerja Kependudukan 

Kabupaten Jember. 

Berdasarkan dengan berjalannya pelaksanaan pemerintah otonomi daerah 

maka untuk lebih efisien dan efektif berdasarkan pada peraturan pemerintah Tahun 

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Maka diterbitkannya peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor 35 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten 

Jember sebagai Pengganti Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2000. 

Pada tahun 2007, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada peraturan Bupati tahun 

2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Jember. Pada Peraturan ini, keluarga Berencana memisahkan diri 

dari Badan Kependudukan dan bergabung dengan badan Koordinasi Nasional 

(BKKBN), sedangkan Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berubah menjadi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dinas unsur pelaksana 

pemerintah dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

dipimpin oleh dinas yang berkependudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yaitu mencatat keadaan kuantitas penduduk dan melayani 

masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan secara resmi. Pelayanan 

dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau pengadministrasian dokumen 

kependudukan saat ini telah berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2006 tentang administrasi kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 

Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

kabupaten jember. Kemudian dengan diberlakukannya peraturan Pemerintah Nomor 

41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah perpacu pada Peraturan Bupati 

tahun 2008 tentang tugas dan fungsi organisasi maka Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dimulai awal bulan Januari 2009.  

3. 1. 1 Visi  

Mewujudkan Pelayanan Serta Pengelolaan Data Administrasi 

Kependudukan Yang Prima, Terintegrasi Dan Akuntabel. 

3. 1. 2 Misi 

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan secara 

prima,terintegrasi,dan akuntabel. 

2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis Teknologi Informasi. 

3. Menyediakan database kependudukan yang valid untuk memenuhi kepentingan 

pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. 

4. Mengembangkan peran kelembagaan dan hukum dalam mewujudkan peran serta 

masyarakat yang mendukung proses kependudukan dan pencatatan sipil guna 

memberikan kepastian dan perlindungan hak-hak warga. 
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5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan 

perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti 

pentingnya administrasi kependudukan. 

3. 2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Struktur organisasi adalah struktur hierarki yang menunjukkan suatu 

susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi hierarki yang ditunjukkan untuk 

pengambilan keputusan individu dalam suatu organisasi. Hal ini diketahui bahwa 

dalam pengelolaan organisasi, struktur organisasi merupakan faktor penting yang 

memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, sehingga dalam upaya 

mewujudkan pengambilan keputusan yang efektif perlu didukung oleh struktur 

organisasi yang efektif. 

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 

46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, maka Badan Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Catatan Sipil berubah nomenklatur menjadi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan pelaksanaannya dimulai awal Bulan 

Januari 2009, Maka Struktur Organisasi Seperti Bagan 3.1 dibawah ini. 
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3. 2. 1 Bagan Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 45 

Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember, 2021. 
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3. 2. 2 Gambaran Tugas Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 133 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, maka Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember mempunyai tugas 

melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.  

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ayat (1) 

mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah 

daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kepala Dinas 

juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (3) sebagai berikut:  

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang administrasi dan 

kependudukan pencatatan sipil; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsi serta tugas pembantuan. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan 

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan 

meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan 

ketatalaksanaan, pembinaan ketata usahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, 

kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi 

di lingkungan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Sekretaris pada ayat (1) 

melaksanakan tugas sebagai berikut:  
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a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan 

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan 

Dinas; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, 

kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas; 

c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, 

kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan di lingkungan Dinas; 

d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik Negara 

yang menjadi tanggungjawab Dinas; 

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

 

Bagian Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

1) Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman 

dan pendistribusian surat; 

2) Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan 

Dinas; 

3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, 

penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan dinas serta 

pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 

4) Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi; 

5) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan análisis jabatan dan 

analisis beban kerja di lingkungan Dinas; 

6) Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan 

barang;  

7) Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, 

pemeliharaan dan pendistribusian peralatan / perlengkapan kantor;  

8) Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan 

aset/barang milik daerah; 

9) Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan 

penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; 
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10) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

1) Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan 

strategis dan perencanaan tahunan OPD; 

2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi 

OPD;  

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi 

perencanaan dan pelaporan Daerah; 

4) Mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, 

laporan penyelenggaraan pemerintah dan laporan pertanggungjawaban 

OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja 

lingkup dinas;  

6) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

program, kegiatan, dan anggaran; 

7) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

c. Sub Bagian Keuangan  

1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan 

keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris; 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sub 

bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran; 

b) Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

dinas 

c) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja dinas 

d) Pelaksanaan perhitungan anggaran verifikasi 

e) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai 

f) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntunan ganti 

rugi, dan biaya lain sebagai pengeluaran dinas 
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3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  

1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dinas dibidang pelayanan pendaftaran penduduk serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi meliputi: 

a. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk; 

b. Penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

c. Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi 

dan konsultasi pelayanan pendaftaran penduduk skala daerah; 

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;  

e. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dalam sistema administrasi 

kependudukan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja 

penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk; 

g. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia 

pengelola pelayanan pendaftaran penduduk; dan 

h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan data dan hasil-hasil kajian untuk penetapan kebijakan 

pelayanan pencatatan sipil; 

b. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi 

dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;  
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d. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistim administrasi 

kependudukan; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan 

pencatatan sipil; 

f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola 

pelayanan pencatatan sipil; 

g. Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; 

h. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat secara 

berkala; 

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

1) Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (PIAK) sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Dinas.  

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

Bidang PIAK mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja bidang PIAK; 

b. Penyiapan bahan penetapan kebijakan PIAK; 

c. Pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, 

dan konsultasi PIAK; 

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PIAK 

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan kependudukan; 

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 

pengelola informasi administrasi kependudukan; dan 

g. Pelaksanaan pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan 

persebaran penduduk dan perlindungan penduduk. 

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

1) Pasal 3 ayat (1) huruf f : 
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a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;  

b. Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;  

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, keja sama dan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan; 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 

e. Pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas / dokumen 

serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas / dokumen hasil pelayanan 

dan pencatatan kelahiran dan kematian; 

f. Pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis berkas / dokumen 

serta pengarsipan dan pemeliharaan berkas / dokumen hasil pelayanan 

pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan 

pewarganegaraan;  

g. Pelaksanaan kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan;  

h. Pengelolaan pemanfaatan data administrasi kependudukan; 

i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. 
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7. UPTD 

1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional 

2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. 

4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 

berada dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD. 

5) Jumlah nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

3. 3 Kegiatan Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  

Jember 

Kegiatan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember adalah sebagai berikut: 

a. Tugas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi, 

perencanaan dan pelayanan informasi kependudukan. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

menyelenggaraan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil; 

b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 
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d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsi serta tugas pembantuan. 

3. 4 Kegiatan Bagian yang Dipilih 

Pada kegiatan Praktik Kerja Nyata ini, bagian yang dipilih oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagian perencanaan dan pelaporan, penulis ditempatkan di bagian perencanaan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan salah satu bagian 

kesekretariatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengurus 

pelaksanaan penyusunan rencana kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan kerja 

dinas. Hal ini memudahkan penulis untuk menyusun laporan dikarenakan 

penempatan sesuai dengan judul yaitu “ Proses Penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember”.  

b. Membantu mengenai kegiatan kesekretariatan atau kegiatan lain sesuai dengan 

saran dan petunjuk yang dianjurkan oleh staf atau kepala bagian. 

c. Membantu kegiatan yang menjadi tugas dari Sub bagian Perencanaan dan 

Pelaporan seperti, penyusunan Renja, pembuatan PPT Forum OPD, dan evaluasi 

atau pelaporan.  
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BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, dengan membantu pelaksanaan pekerjaan di 

bagian Kesekretariatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan. Dimana sub bagian 

Perencanaan dan Pelaporan  ini menangani berbagai macam pekerjaan salah satunya 

penyusunan Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Pelaporan hasil 

kinerja atau Pertanggungjawaban.  

Praktik Kerja Nyata ini di fokuskan untuk mengetahui dan memahami proses 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Untuk mengetahui dan memahami proses 

dalam penyusunannya, maka Praktik Kerja Nyata ini dibimbing langsung oleh para 

karyawan di sub bagian Perencanaan dan Pelaporan. Melalui penjelasan dan 

pengarahan mengenai Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahunan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 

4. 1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Jember ini dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah daerah mengenai Pembangunan Daerah. 

Penyusunan Rencana Kerja ini juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berikut ini merupakan 

Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Jember beserta penjelasan dalam setiap prosesnya: 
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Gambar 4.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember,2023. 

 

a. Rapat Sosialisasi Penyampaian RPJMD 

 Proses awal dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, dengan menghadiri pertemuan yang 

diadakan oleh Pemerintah daerah untuk melakukan penyampaian informasi atau 

sosialisasi mengenai isi dari RPJMD yang sudah disetujui, dan penyampaian arahan 

oleh BAPPEDA terkait penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai 

pendukung berjalannya RPJMD. RPJMD ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, dan Perencanaan Penganggaran. RPJMD bertujuan untuk mewujudkan 

perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan 

pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah. Sehingga, Perangkat Daerah dapat 

melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana 

Strategis Perangkat Daerah yang akan dijalankan dengan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah.  
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Gambar 4.2 Rapat Musrenbang RPJMD 

Sumber: Jemberkab.co.id, 2021. 

Dalam pertemuan tersebut pihak Bappeda akan memberikan arahan kepada 

perangkat daerah yang hadir untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, dan penganggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

yang sudah ditetapkan.  

b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Penyusunan Renstra mengacu pada RPJMD yang sudah ditetapkan 

pemerintah. Dalam Renstra sendiri memuat visi, misi tujuan pembangunan daerah 

dan tujuan yang menjadi urusan perangkat daerah. Renstra Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berisikan tujuan dan sasaran, Rencana 

Program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja penyelenggara bidang. 

Penyusunan ini dilakukan pada awal tahun masa jabatan dan diberlakukan selama 5 

(lima) tahun berjalan. Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam 

penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. 

c. Rapat dan Penyusunan DPA bersama Bidang-bidang Dispendukcapil 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Rapat dan Penyusunan DPA 

Sumber: Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember, 2022. 
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Pemerintah daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang berisikan program atau kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk 

melaksanakan semua kegiatan yang sudah tersusun. Rapat ini dilakukan untuk 

mengkoordinasikan rancangan kegiatan dan anggaran yang akan disusun menjadi 

DPA, yang dihadiri oleh semua bidang yang terdapat dalam Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, diantaranya: 

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

2. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil 

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Bidang- bidang yang hadir akan memantau kegiatan dan anggaran yang 

dicantumkan sebelum penyusunan DPA. 

Setelah rapat DPA yang dilakukan bersama bidang-bidang. Selanjutnya, 

penyusunan DPA sesuai dengan program atau kegiatan dan anggara yang sudah 

ditentukan melalui rapat DPA bidang-bidang. Penyusunan DPA ini untuk 

mempermudah dalam penyusunan Rencana Kerja dan memuat program atau 

kegiatan sesuai fungsi dan tahun yang direncanakan. Dirinci mulai dari objek 

pendapatan, pembiayaan, belanja dan perkiraan maju untuk tahun-tahun berikutnya. 

d. Penyusunan Rencana Kerja 

Penyusunan rencana kerja ini untuk memberikan arah dalam pengambilan 

keputusan di depan antara tingkat capaian kinerja yang diinginkan dengan tingkat 

pelaksanaan program kegiatan yang sudah tersusun. Penyusunan Renja ini untuk 

menentukan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ 

kegiatan. Renja juga untuk mengatur Strategis dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil dalam pencapaian tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Rencana Kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember berisikan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan 

datang dan menginventarisasi kegiatan pada tahun sebelumnya yang dilakukan oleh 

semua bidang Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jember.  
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e. Rapat Bidang-bidang 

 

 

 

Gambar 4.4 Rapat Bidang-Bidang Pemaparan Renja 

Sumber: Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, 

2022. 

Rapat ini dilakukan untuk membahas isi dalam Rencana Kerja yang sudah 

disusun Oleh sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Rapat ini mengakomodir berbagai kemungkinan yang akan 

dihadapi pada tahun yang akan berjalan dalam Rencana Kerja tersebut, yang 

hasilnya akan tertuang pada Rencana Kerja yang di tentukan  

f. Validasi dan Persetujuan Kepala Dinas 

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan pengajuan kepada kepala 

dinas untuk menyetujui susunan Rencana Kerja yang sudah disusun bersama 

bidang-bidang lainnya. Namun, kepala dinas harus melakukan validasi terlebih 

dahulu untuk memastikan Rencana Kerja yang sudah disusun benar atau masih ada 

tambahan. Apabila susunan yang diajukan sudah selesai dalam validasi maka kepala 

dinas bisa langsung mentandatangani persetujuan atas susunan Rencana Kerja 

tersebut. 

g. Pengajuan BAPPEDA 

Setelah dokumen disetujui oleh kepala dinas maka sub bagian perencanaan 

dan pelaporan melakukan pengajuan ke BAPPEDA. Setelah BAPPEDA melakukan 

koordinasi mengenai perancangan dan Rencana Program Kegiatan yang akan 

dilakukan. BAPPEDA akan melakukan verifikasi jika ditemukan hal perlu 

disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan 

Rencana Kerja Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah nya 
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disampaikan kembali ke BAPPEDA untuk proses verifikasi seluruh Rencana Kerja 

yang sudah ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rencana Kerja.  

h. Rencana Kerja dan Anggaran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Rencana Kerja Tahun 2019 

Sumber: Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, 2019. 

 

Rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil Kabupaten Jember menjelaskan uraian program atau kegiatan dan 

anggaran dari penyusunan rencana kerja dengan DPA yang sudah disusun di awal. 

RKA yang merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari kegiatan di masa yang 

akan datang. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Jember terdiri dari Administrasi Kependudukan dan Capil, dengan 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Saranan dan 

Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kuantitas dan 

Kualitas Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga 

dan Aparatur Pemerintah. Berdasarkan program tersebut disusun lah kegiatan dan 

anggaran yang akan dilakukan, adapun uraian dari Kegiatan dan Anggaran yang 

terdapat dalam RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

dapat dilihat pada dilampiran 6.  
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4. 2  Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata 

4. 2. 1 Kegiatan Perencanaan Selama Praktik Kerja Nyata 

Kegiatan Praktik Kerja Nyata dilakukan pada Sub bagian Perencanaan dan 

Pelaporan selama 2 (dua) bulan, dengan kegiatan perencanaan yang diberikan oleh 

Kasubbag, diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Membantu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD ( Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) 2024. Penyusunan ini dilakukan dan dibimbing langsung 

oleh Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, penyusunan ini disesuaikan dengan 

Renstra. Penyusunan ini dilakukan dengan penyesuaian Rencana Kerja dan 

Anggaran yang akan dilakukan dengan acuan RKA yang digunakan tahun 2023 

dengan mengganti kegiatan atau Program, anggaran, dan target yang akan 

dilakukan pada tahun 2024. Penyusunan ini juga disesuaikan dengan Rencana 

Strategis, karena kegiatan atau program, anggaran dan target tahun 2024 sudah 

disusun dalam Renstra.   

 

2. Membantu penyusunan Kamus Usulan tentang pengajuan usulan tahun 2024 

bagi kecamatan/ kelurahan/desa, sebagai bahan presentasi oleh Kasubbag 

Perencanaan dan Pelaporan dipertemuan Perangkat daerah. Isi dari kamus usulan 

ini yaitu Agenda Perencanaan Pembangunan tahun 2024, Proses Pengajuan 

Usulan Tahun 2023, Persiapan Musyawarah Rencana Pembangunan 

(musrenbang) Desa/Kelurahan tahun 2024, dan Panduan Pengajuan Usulan 

tahun 2024 melalui SIPD. Penyusunan PPT kamus usulan ini diarahkan 

langsung oleh Kasubbag, mengenai tanggal agenda mulai dari usulan 

musrenbang, Desk Usulan BAPPEDA disampaikan secara lisan. Mengenai 

proses usulan dan uraian setiap kegiatan disampaikan secara langsung oleh 

kasubbag, dan dokumen lainnya seperti berita acara mengenai usulan per 

kecataman diberikan oleh kasubbag untuk di identifikasi mengenai usulan yang 

ditunjukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Isi 

dari usulan tersebut merupakan pengadaan Finger Print dan Itsbat nikah yang 

akan dilakukan. 



 

33 

 

Gambar 4.6 PPT Kamus Usulan Tahun 2024 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata, 2023. 

 

3. Penyusunan dan Membantu Pemaparan PPT Forum OPD (Organisasi Perangkat 

Daerah),  PPT forum OPD membahas tentang Pembangunan Inklusif Menuju 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penyusunan PPT ini 

berdasarkan Rancangan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2024, 

dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember termasuk 

dalam prioritas membangun tata kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis 

teknologi. Penyusunan PPT ini berisikan usulan masyarakat melalui musrenbang 

2024 mengenai Finger Print dan itsbat nikah yang akan dilaksanakan pada tahun 

2024 beserta dengan target sasaran dan anggaran. Mengenai target sasaran 

Finger Print yaitu desa/kelurahan yang tidak memiliki atau Finger Print dalam 

keadaan rusak, kemudian target dari itsbat nikah yaitu pasangan yang telah 

menikah namun belum tercatat di pemerintahan. Penyusunan PPT ini dibimbing 

langsung oleh Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan karena dokumen bersifat 

rahasia. Apabila penyusunan PPT telah selesai maka kasubbag akan melakukan 

validasi dan pengecekan ulang kepada Kepala Dinas melalui pemaparan 

presentasi, apabila ada tambahan atau pembenahan terkait usulan dan anggaran, 
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maka kasubbag akan melakukan pembenahan selama proses presentasi 

berlangsung.  

 

Gambar 4.7 PPT Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata, 2023 

 

4. Membantu penginputan data atau dokumen yang dibutuhkan dalam KLA (Kota 

Layak Anak) secara online melalui web resmi Pemerintah Kabupaten Jember. 

Proses dalam penginputan data KLA ini dilakukan apabila dalam pertanyaan 

dalam Evaluasi tersebut memerlukan bukti atau lampiran. Mengenai pertanyaan 

dalam KLA disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, karena dalam pertanyaan Evaluasi KLA 

tersebut terdapat pertanyaan terkait instansi lainnya.  

 

Gambar 4.8 Web Resmi Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata, 2023 
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5. Penyesuaian Susunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 

disusun dengan Angkas(Anggaran Kas) Dinas, dan Realisasi anggaran yang 

sudah dilakukan. Dokumen APBD ini disesuaikan dengan angkas, apabila 

terdapat kegiatan atau program dan anggaran yang tidak sama, maka dokumen 

APBD disesuaikan dengan yang ada diangkas. Apabila penyesuaian APBD 

dengan Angkas telah selesai, selanjutnya penyesuaian dengan Realisasi 

Anggaran yang sudah dilaksanakan. Realisasi ini dihitung selama 1 (satu) tahun 

dengan akumulasi setiap triwulan, penyesuaian ini hanya terdapat di dalam sub 

kegiatan yang dilakukan. Sebelum final sesuaikan kembali jumlah anggaran 

APBD dengan jumlah Realisasi anggaran. 

 

Gambar 4.9 Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Sumber: Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, 2023 

 

6. Membantu penginputan dan pendataan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

tahunan ASN secara offline dan online. Pendataan ini diakumulasi dari 1 tahun 

gaji dan penghasilan lainnya, mendata harta, hutang, dan anggota keluar. 

Langkah pertama dalam penginputan SPT tahunan ini melakukan pendataan 

secara offline dengan melakukan pengisian biodata ASN seperti nama, jabatan, 

NIP, NPWP, alamat, pengisian gaji selama 1 tahun dan gaji lainnya beserta 

tunjangan, melalui aplikasi SPT tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Jember. Setelah proses pengisian data tersebut dicetak dan 

diserahkan kepada Asn yang bersangkutan untuk melakukan pengisian secara 

pribadi terkait hutang, harta, dan anggota keluarga. Formulir yang sudah 
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diberikan kepada ASN secara offline tersebut dikembalikan ke Sub bagian 

Perencanaan untuk dilakukan pendataan secara Online melalui web Direktorat 

Jenderal Pajak atau DJP Online dengan memasukkan NIK/NPWP dan kata sandi, 

kemudian lakukan pendataan dengan pengisian pertanyaan yang berkaitan 

dengan formulir yang diberikan secara Offline.  

 

Gambar 4.10 Web DJP Online 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, 2023 

 

4. 2. 2 Hasil Kegiatan Yang Dilakukan Dibagian Lain 

Dalam kegiatan praktik kerja nyata ini terdapat kegiatan untuk membantu 

bidang lain yaitu di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

untuk pemenuhan target dibidang tersebut. Target yang dibutuhkan dalam bidang 

SIAK yaitu masyarakat melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) minimal 30 individu setiap harinya. Kegiatan pemenuhan target tersebut 

dengan memberi arahan dan membantu masyarakat dalam pendaftaran IKD guna 

memenuhi target Perusahaan/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan arahan kasubbag Perencanaan dan Pelaporan 

untuk pembantuan pemenuhan target. Berikut cara untuk melakukan pendaftaran 

IKD: 

1. Download aplikasi IKD melalui Playstore/App Store 

2. Klik daftar 

3. Masukan Nomor NIK, alamat E-mail, dan Nomor telepon 
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4. Lakukan verifikasi wajah dan Scan Barcode 

5. Lakukan aktivasi apabila kode dan link aktivasi sudah dikirimkan 

melalui email. 

Menu yang terdapat didalam aplikasi IKD yaitu Identitas Keluarga, Identitas 

Digital, Kartu Keluarga Digital, Dokumen- dokumen pemerintah yang berbentuk 

digital. Identitas digital ini resmi digunakan pada tahun 2023 dimana surat edaran 

yang berisikan pernyataan, bahwa pihak yang tidak memperbolehkan penggunaan 

IKD sebagai penunjang Identitas akan ada tindakan lebih lanjut.  

4. 3 Identifikasi Masalah dan Solusi 

a. Analisis Permasalahan dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember. 

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1) Miskomunikasi masalah anggaran  

Miskomunikasi ini terjadi karena tidak ada konfirmasi ulang dan kurang 

teliti dalam validasi nominal-nominal yang tertera sebelum pengajuan 

terkait kegiatan yang akan diselenggarakan. 

2) Perubahan alur dalam penginputan data 

Sejak pandemi ini data yang diinput akan menggunakan aplikasi atau 

secara online, hal ini membuat karyawan perlu beradaptasi dengan 

sistem internet ini. kadang kala ada perubahan tata cara penginputan 

yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan data. 

b. Solusi Dari Beberapa Analisa Permasalahan Diatas 

Berdasarkan analisa permasalahan yang telah dijabarkan dapat 

disampaikan beberapa solusi sehingga diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Jember. 

1) Upaya yang bisa dilakukan yaitu validasi dan konfirmasi ulang ke kepala 

dinas mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. 
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Komunikasikan dengan benar dan pastikan pimpinan mengecek ulang 

secara detail. 

2) Upaya yang bisa dilakukan untuk permasalahan perubahan sistem 

penginputan ini dengan memberikan arahan dan pemantauan mengenai 

cara penginputan data agar tidak ada keterlambatan. Pemerintah juga bisa 

memberikan keringanan waktu dan Standar Operasional (SOP) untuk 

proses penginputan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Jember.  



39 
 

BAB 5. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang telah dilakukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Selama 8 minggu 

yang dimulai pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 20 April 2023 maka 

dapat dapat diambil kesimpulan dari judul “Proses Penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember” sebagai 

berikut: 

1. Secara garis besar dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, dilakukan oleh bidang 

perencanaan dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) dan peraturan pemerintah yang diterbitkan. Sebelum terbentuknya 

Rencana Kerja Tahunan ada beberapa proses yang dilakukan oleh sub bagian  

Perencanaan dan Pelaporan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember agar perencanaan yang disusun sesuai dengan target yang 

diinginkan. 

a. Rapat sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 

rapat ini dilakukan oleh Pemerintah daerah sebagai sekutu landing sektor 

BAPPEDA untuk menyampaikan rencana pembangunan daerah 

b. Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja 

c. Rapat dan Penyusunan Dokumen Pelaksana Aanggaran (DPA) yang 

dihadiri oleh bidang-bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk penyusunan anggara untuk 

kegiatan/program yang akan dilakukan setiap bidang. 

d. Penyusunan Rencana Kerja, selanjutnya setelah penetapan DPA maka 

bidang perencanaan akan melakukan penyusunan Rencana kerja. 

e. Rapat Bidang-bidang, setelah Rencana Kerja disusun maka setiap bidang 

melakukan validasi tentang susunan Rencana Kerja untuk mengakomodir 

kemungkinan yang terjadi 
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f. Validasi dan Persetujuan Kepala Dinas, apabila setiap bidang sudah 

selesai dalam validasi, maka selanjutnya Kepala dinas akan melakukan 

validasi kembali susunan Rencana Kerja dan menyetujuinya. 

g. Pengajuan BAPPEDA, pengajuan ini untuk melakukan verifikasi terkait 

susunan Rencana Kerja yang sudah dibuat dan disetujui oleh Kepala 

Dinas 

h. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan, setelah itu RKA tahunan 

dimana memuat program kegiatan dan anggaran sebagai pengukur 

kinerja dalam strategis yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja. 

2. Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sejauh ini merupakan bagian/ unit kerja 

yang lumayan aktif daripada unit yang lainnya, karena berhubungan langsung 

dengan tujuan dan kegiatan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. 

Banyak pengalaman yang tidak terduga seperti pemaparan langsung dengan 

kepala dinas mengenai kegiatan atau program yang akan dituju atau dilakukan. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat Magang 
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Lampiran 2 : Surat Permohonan Nilai 
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Lampiran 3 : Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 4 : Kartu Konsultasi 
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Lampiran 5 : Sertifikat Praktik Kerja Nyata 

 

 

  



 

52 

Lampiran 6: Susunan Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dispendukcapil Jember 
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Lampiran 7 : Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata  

 Penyusunan RKA SKPD 2024       penyesuaian susunan APBD 2023 

Penginputan data dan dokumen Kota 

Layak Anak (KLA)    Kegiatan Penginputan dan Pendataan ASN 
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Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital  Pemapan PPT forum OPD  

 


